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TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN ORANG SELAMA LIBUR HARI RAYA
NATAL DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Bahwa telah ditemukan SARS-CoV-2 varian baru di South Wales, Inggris yaitu
SARS-CoV-2 VUI 202012/01, sehingga diperlukan ketentuan khusus tambahan
bagi pelaku perjalanan dari Luar Negeri untuk memproteksi Warga Negara
Indonesia (WNI) dari imported case.

2. Bahwa pada negara di Eropa dan Australia terjadi peningkatan persebaran Virus
SARS-CoV-2 sehingga diperlukan ketentuan khusus tambahan bagi pelaku
perjalanan dari Luar Negeri untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (VWWNI)
dari imported case.

B. Maksud dan Tujuan
Maksud Addendum Surat Edaran ini adalah untuk penerapan protokol kesehatan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama libur Hari Raya Natal 2020 dan
Tahun Baru 2021 yang disertai dengan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) varian baru yang telah bermutasi seperti SARS-CoV-2 VUI
202012/01 yang dilaporkan di Inggris.

C. Waktu
Periode libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang dimaksudkan dalam
Surat Edaran ini adalah 22 Desember 2020 — 8 Januari 2021.




. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Addendum Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap
Pelaku Perjalanan Internasional.

Dasar Hukum

Konsideran I. Penutup paragraf ketiga Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut
Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
mengenai dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

Pengertian
Tetap

. Protokol

Menambahkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

e. Selain ketentuan pada huruf b, berlaku ketentuan khusus sebagai berikut :

i. Pelaku perjalanan WNA dari Inggris yang memasuki Indonesia, baik secara
langsung maupun transit di negara asing, tidak dapat memasuki Indonesia;

ii. Pelaku perjalanan WNA dan WNI dari wilayah Eropa dan Australia yang
memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing,
harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang
berlaku maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan
pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;

iii. Pelaku perjalanan WNI dari Inggris mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
pada butir ii.

f. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan
hasil negatif maka VNI melakukan karantina selama 5 hari terhitung sejak tanggal
kedatangan di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh
pemerintah dan WNA melakukan karantina mandiri di hotel yang telah ditentukan
oleh pemerintah dengan biaya mandiri;

g. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat
melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 hari
sebagaimana dimaksud pada huruf f;

h. Untuk diplomat asing lainnya, karantina mandiri selama 5 hari dilakukan di tempat
yang telah disediakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf f;

i. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan
hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya
ditanggung oleh pemerintah dan WNA dengan biaya mandiri;



j. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi VNI
dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR,;

k. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf j maka bagi VWNI dan
WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.

H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Tembusan Yth:
1.
2.
3.

e B

Tetap

Penutup

Addendum Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

8 Januari 2021, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2020
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